Menimbang

Mengingal :

BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah
satu sumber pendapatan asli dacrah yang penting untuk
dipergunakan salah satunya sebagai pembiayaan pelaksanaan
pemerintahan daerah, sehingga perlu melakukan pengelolaan
potensi sumber pendapatan daerah yvang baik;

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di
Kabupaten Banggai diperlukan pedoman dan acuan untuk
menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan
dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, vang
mengamanatkan untuk seluruh jenis pajak daerah dan
retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah
dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

el o

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperiuan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yvang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang mempunyai hak dan kewaijiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek  Retribusi  adalah orang pribadi  atau  badan  yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan /atau perizinan,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
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milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modainya dimiliki oleh Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan
kKerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang seclanjutnya disingkat BBNKB
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan
di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya vang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor vang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
Perolechan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunanadalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan .Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau

jasa tertentu.
Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual

dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
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Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman
dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dibasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan
listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di
lnar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor,

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penvelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan /atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak alas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesualu,

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan
dibawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu colloncalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia finchi.
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu,

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB
adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen
BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok
BBNKB sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.
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Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnyva dapat
pula disediakan oleh sektor swasta,

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing adalah lzin vang diberikan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemben kerja tenaga kerja
Asing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Tenaga Kerja Asing Selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia atau badan lainnya yvang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk
oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang yang
dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

Rencana Penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan
tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pengesahan rencana Penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut
Pengesahaan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnyadisingkat
DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi ketrja TKA atas
setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau
pendapatan daerah.

Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakankegiatan pembinaan, pemeriksaan,
pengujian, penyidikan dan  pengembangan  system  pengawasan
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Waijib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang
Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektifl dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi daerah.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
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membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumilah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat tarang tindak pidana di bidang
perpajakan dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi vang
menyalu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan khusus.

Prasarana dan sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di
dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yvang selanjutnya disingkat SLF
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan
kelaitkan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung vang selanjutnya disingkat
SBKBG adalah Surat Tanda Bukti Hak atas Status Kepemilikan Bangunan
Gedung.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk
melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF.SBKBG, RTB, dan
Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah
Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan
dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena
penyelenggaraannya dapat membahayakan di  sekitarnya dan/atau
mempunyai risiko bahaya tinggi.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.



67. Bupati adalah Bupati Banggai.

68. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah

Ruang Lingkup
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Pajak;
b. Retribusi;
c. Wilayah Pemungutan Pajak;
d. Pemungutan Pajak dan Retribus;
e. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan;
f. Pemanfaatan;
g. Pemeriksaan;
h. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
L. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
j» Kerahasiaan data Wajib Pajak;
k. Penyidikan; dan
l. Ketentuan Pidana.
BAB I
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 3
Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
a. FPBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT:
d. Pajak Reklame;
e. PAT,
f. Pajak MBLE;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan

i. Opsen BBNKB.

Paragraf 1
Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan
Pasal 4

(1} Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil
kegiatan reklamasi atau pengerukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
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a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan
Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai
barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan,
pendidikan, dan kebudayaan nasional, vang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan,

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat
makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang ssjenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik
dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

g- Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu
(Mass Rapid Transii), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang
sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh
Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan vang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas

Bangunan.

Pasal 6

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses
penilaian PBB-P2.

NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2
di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap
Tahun Pajak.

NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah
20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).




(6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek
PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

(@) kenaikan NJOP hasil penilaian;
(b) bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
(c) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

(7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam
Peraturan Bupati.

(8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,
kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

(9) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) untuk
NJOP dibawah Rp 1. 000.000.000.- {satu miliar rupiah).

(2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) untuk
NJOP Rp 1. 000.000.000.- {satu miliar rupiah) atau lebih.

(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi
pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,13% untuk NJOP dibawah Rp 1.
000.000.000.- (satu miliar rupiah).

(4) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa lahan produksi
pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,14% untuk NJOP Rp 1. 000.000.000.-
(satu miliar rupiah).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4].

Pasal 9

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinym kepemilikan,
penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana
dimaksud ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1
Januari.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak PBB-P2
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah
yang meliputi letak objek PBB-P2.




(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut

berada:

() laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

(b) Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat vang
konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan,
kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragral 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 11

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

jual beli;

tukar-menukar;

hibah,;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

permisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

penunjukan pembeli dalam lelang;

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap;

10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;

12, pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

. hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara
dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau
barang milik Daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanann pembangunan guna kepentingan umum;
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(3)

(1)
()

(1)
(2

(3)

(4)

(5)

¢. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;

¢. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk Kkepentingan

ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| o

Pasal 12

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan vang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan
dalam perseroan atau badan hukum Ilainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas
tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan
pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak scbageaimana dimaksud pada avat (2)

tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam

pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama

Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Dalam hal perolechan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hurul a angka 4 dan angka 5 yang diterima

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
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pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek
pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah
dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayal (4] atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1} Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli
untuk jual beli;

b, pada tanggal dibuat dan ditandatanganinva akta untuk tukar-menukar,
hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan
usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk
waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap untuk putusan hakim;

e, pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang,

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian
pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat
terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual
beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah
dan/atau Bangunan berada.
Paragraf 3
Pajak Barang Jasa Tertentu
Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan
jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/ atau Minuman;

a2



L~ L

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir; dan

Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman vang
disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan
dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan
minum;

b. penyedia jasa boga atau katering vang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan,
penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan
lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat [1) yaitu

penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi
Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnva yang tidak semata-mata
menjual makanan dan/atau minuman; atau

c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Pasal 20

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b

adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

¢. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ meliputi jasa
penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang
rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

a. hotel;

b. hostel;

c. vila;

d. pondok wisata;
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(2)

(1)

(2)

(1)

motel;

losmen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan; _

rumah penginapan / guesthouse / bungalo / resort / cottage / Home Stay;

dan

J. lempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. jasa tempal tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

€. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

€. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

g B

o

Pasal 22

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya
digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e

meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio wvisual lainnya yang
dipertontonkan sccara langsung di suatu lokasi tertentu;

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga;

€. pameran;

. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

h. permainan ketangkasan;

I, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau
peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya,

wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi vap/spa.

—
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(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu,
Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan aleh konsumen barang

atau jasa tertentu, meliput:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

¢. jumilah pembayaran kepada penyedia jasa Perhotelan untuk PBJT atas
Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir
dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa
Parkir; dan

¢. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang

lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang
lainnya tersebut.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa

sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan:

a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai

jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca
bayar; dan

2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.

b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
vang bersangkutan,

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian

penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT

atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah

Daerah dapat menetapkan dasar pengenann sebesar tarif parkir sebelum

dikenakan potongan.
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Pasal 26

(1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karacke, kelab malam,
bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5%
(satu koma lima persen),

Pasal 27

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengaliken dasar
pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tanf
PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan danj/atau Minuman untuk
PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga
Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa
Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk
PBJT atas Jasa Parkir; dan

€. pembayaran atau penverahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT
atas Jasa Kesenian dan Hiburan,

Pasal 28

PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 29

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Reklame papan / billboard/ videotron/ megatrorn;
Reklame kain;
Reklame melekat/stiker;
Reklame selebaran;
Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;
Reklame apung;
Reklame film/ slide; dan
i. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
a. penyelenggaraan Reklame melalul internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

"
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(1)
(2)

(1)
{2)

(3

(4)

(5)

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

¢. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran,
bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha
atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah; dan

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan
keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
Reklame.
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Reklame.

Pasal 31

Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame
schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
vang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(1)
(2)

(3)
(4)

Pasal 33

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saal periyelenggaraan Reklame,
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame
tersebut diselenggarakan,

Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat {2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat usaha penyelenggara Reklame terdaltar.
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(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

Paragrafl 5
Pajak Air Tanah
Pasal 34

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Yang dikecualikan dan objek PAT yaitu pengambilan untuk:
keperluan dasar rumah tangga;

penguairan pertanian rakyat;

perikanan rakyat;

peternakan rakyat;

keperluan keagamaan; dan

keperluan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah.

mapa0oH

Pasal 35

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah,
Wajib PAT adalah aorang pribadl atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimans dimaksud pada ayat (1) yvaitu hasil
perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan berdasarkan
biaya pemeliharsan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

Bobot Alr Tanah scbagaimana dimiaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam
koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

jenis sumber air;

lakasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan /atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemanfaatan air,

moAan o

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan

mempedomani Peraturan Gubernur.

‘Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% [dua puluh pérsen).




Pasal 39

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif
PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,

(2) Saat terutangnya PAT ditetapkan sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah.

Pasal 40

PAT yang terutang dipungut di wilavah Daerah tempat pengambilan dan/atau
pemaniaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 41

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
ashes;

batu tulis;

batu setengah permiata;

batu kapur;

batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
Jeldspar,

garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;

kalsit;

kaolin;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

obsidian;

oker;

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa,;
perlit;

fosfat;

talk;

tanah serap (fullers earth);
tanah diatom;
tanah liat;

tawas (alum);
tras;

yarosit;

BRIBBEGENSFE2ErANLPRPErFY PR MR DP
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(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(%)

hh. zeolit;

it. basal;

ii.  trakhit;

kk. belerang; dan

. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.

Yang dikecualikan dari objek Pajuk MBLB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk keperiuan rumah tangga dan tidak
diperjualbelikan/dipindahtangankan;

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel,
penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan
tanah; dan

c. untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian
volume /tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis
MBLB.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan
harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di
wilayah Daerah yang bersangkutan.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral
dan batu bara.

Pasal 44

Tanf Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

(1) Besaran pokok Pajak MBLB vang terutang dihitung dengan cara mengalikan

dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB

dilokasi atau mulut tambang,

Pasal 46

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
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(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

Paragrafl 7
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 47

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang Burung Walet.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet vang teluh
dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan vang
melakitkan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet,

Pasal 49

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang
Burung Walet.

Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang
berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarnf Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

(1)

(2)

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walel ditetapkan sejak pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet,

Pasal 52

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Opsen PKB
Pasal 53

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 54

(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB,
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB,
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(3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah Pemerintah Daerah bersangkutan yang
berwenang memungut PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan
bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB,

Pasal 55
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
Pasal 56

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 57

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif opsen
PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 59

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Dacrah tempat
kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Opsen BBNKB
Pasal 60

Objek Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang,

Pasal 61

(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.

(2) Wajib Pajak Opsen BENKB merupakan Wajib BENKB.

(3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan
yang berwenang memungut BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(4) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan
bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
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Pasal 64

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan
tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen BENKB yang terutang adalah wilayah daerah tempat
kendaraan bermotor terdaftar,

Bagian Ketiga
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya
Pasal 67

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/
atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi
umurm.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 hurul c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen] untuk
penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum Sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan
umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk
penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT secbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufl e,
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen] untuk pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air
Tanah, meliputi:

a. penanaman pohon;
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
¢. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 68

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. retribusi Jasa Umum;
b. retribusi Jasa Usaha; dan
¢. retribusi Perizinan Tertentu.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4]

(9)

(6)

(7)

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan
pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah
Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/
menikmat: pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan,

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas
lavanan yang digunakan /dinikmati.

Bagan Kedua
Jenis Pelayanan Retribusi
Pasal 69

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pelayanan keschatan;

b. pelavanan kebersihan:

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. pelayanan pasar.

Penyediaan /pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang

diberikan oleh BLUD.

Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Detail rincian objek retribusi yang diatur dengan peraturan Bupati sebagimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada

Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri vang

membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) hurul b

meliputi:

a. penyediaan tempal kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan
tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan

termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan /vila;

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

pelayanan jasa kepelabuhanan;

mepe
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g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penvelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. PBG; dan
b. penggunaan TKA.

(9) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-uncdangan.

(10) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut yaitu pelayanan pengendalian lalu
lintas.

(11) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1),
ayat (7) dan ayat (8] adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh
pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 70

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan
Jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya vang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 72

a. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan nilai rupiah
yang ditetapkan untuk menghitung besamya Retribusi yang terutang.

b. Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap
harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs
pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk
kepentingan perpajakan.

¢. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam
atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran
penetapan tarif Retribusi.

Pasal 73

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.
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(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa
melakukan penambahan objek Retribusi.

Peninjauan Tanf Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus
layanan PBG Dilaksanakan terhadap besaran harga/indeks dalam table
HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus
layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak vang
berlaku pada kementerian vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Prinsip vang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
Keuntungan vyang layak secbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar,

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Pasal 75

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Prinsip dan sasaran dalam pénetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan
oleh BLUD ditetapkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai BLUD.
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Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 77

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a
yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas
pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan
jangka waktu layanan.

Pasal 78

Struktur dan Besaran tarif Retribusi atas Pelayanan Keschatan sebagai berikut:

JABA JABA
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1 F1 ? ? EIH &
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4 Akupriwsens 34,000 a6 nod b 000
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3 Huamruan 3000 36,000 B, 000
A sk T4 0 36,000 €1, 00}
7 Higril herugy 24060 36,000 o4, 000
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2 Asv=on Teram 24.000 M, Dot 60,000
| TARIF PELAYANAN ORTHOSA FROTHESA
i L Limih Ot hinse
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Arak - Anmk B LR ] T, 00 1260, /K% Futy Fropibyor
iewman B0 G ot 1500 60t
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Annk - Anud 5, M 10 (X0 1,700,000 [t mbaindone
s 400 (00 00 ) HE L LEE ]
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Ark - Anak A0, 00 1. 330, (1 4200y, 00 Dwarahainine
- W0 0 1 A 0w 2250,000
4. Wrist Support LI, (RO Y GO (R 1500, 006 Elnstin
5. Shoulder Suppan A0 HO0), Dl 1 RN, EHE min / Elanus
4. Sbhailder Brpee A i GO, nath | S0, s Pely Propilise /
Poly Etilyne
7. Hand Splint /| Gack Sab Bakn /Pl Propiiyne f
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STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Tindakan Medik Darurat Non Operajil

NO JENIS PELAYANAN Jumiah KETERANGAN
(Rp)
IR 2 3 4
A | TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
1 | Pemenksaan / Poli Klinik Fuskeaman 20,000 sudah rermasuk obat
2 | Pemenksaan Pengujian Keschaian Fisik SCHL000
3 | Pemoriksaan Narkoba 200,000
4 | Pemerileanan EKG 50,000
B | TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT
[UGD)
Pemperilkonann Doloer Jaga 10,000
2 | Visum ¢t Repertum 50,000
3 | Rawat sehari (One Day Care} 30,000 Tari disamakan
dengan Rawat Slang
(Day Care|
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a Kecil

b. Sedung

¢. Berar

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Eelas [H [Visite)

Kelan [l |Rowat Inap)

TARIF PELAYANAN MEDIK
Tindakan Medik Non Operatil
o. Kecil

b. Sedsng

c. Besar

Tindukan eedile gig:
o Elstraksi gigl susu
b. Ekstraksi gig tetap

c. Ekstraksi gigl tetap dengan komplikasi

d. Tambal Gigl sementara
e, Tamba! Cigl fuji / sililon
. Alvelectomy Perkwadran
g Eksisl mukosi

h. Insini ahses
i Scalling gigl satu rahang

. Scalling pg dua rahang (simple]
k, Scalling gigi dua rahang [kronis)

15,000

10,000

50,000

15,000

40,000

50,000
75,000
100,000
75,000
100,000

100,000
100,000

100,000

100,000
150,000
50,000

" Bersihkan Luka) Gunt

Perban, Pasang Infus,
UP Spalk, Buka Kateter

pasang kaleter, pasang
spalk, Perawatan Luka,
FPasang Ransel Perban,
Posung Sonde
Lambung, Miteila,
hecting lulm keol/
secdang (10 om)

Kumbih Lambung,
eloitrukmi corpus,
alienum, luka bakor >
10%, Tumba punksi,
defibrilani /DC shoci,
hecting lnka besar dan
multiple,extr aknsikubu

Per Han

Per Hari

enteterieast buli — buli,
venn punksi,
pemassigan sonde
lambung

defibritnsl, ventilas
resunitasi, candio
pulmoner




=

I Tindakan Citaject

JABA PELAYANAN HEBIDANAN
Pemenksaan USG

Perzalinan normal

Persabtinan dengan tindakan
Pazang/UP lmplon /1UD
PELAYANAN FARMASR]

Obat dan alat kenehatan habis pakai

Racilcan per bungkus

Gas Olenigen

TARIF PENURJANG DIAGNOBTIK
LABORATORIUM PUSKESMAS DAN
AMBULANCE PUSKESMAS

HEMATOLOGI
a) Hb, Ercstrosit, Hm, Leukosit
hitung jenis leukonit, trombosit

b) Masa pembekuan, musa pendaraban,
Retikuilosit eosmohil, LED

¢} Evaluasi darah tepi, TIBC, Fe/S/ serum
{on

KIMIA DARAH

a) Glukosa, Ureum, Crestinin, SQOT, 80PT

b} Protein total, Albumim, Globulln,
Bilirubin total, Bilirubin indirel, Alkali
fosfatnse, Gama GT, Chol, LDL, Chol. HDL,
TG, Asam urat

IMUNOSEROLOCHE

. Ciolongen Darah

b, Tes Kehamilan

¢, VDRL, Widal, ASTO

d HBs Ag

e. Anti HBs (Lunljtazii)
PEMERIKSAAN LAINNYA

A Feeses: Rumn, darah sami

b, Urin analisis

¢. Malaria

d. BTA

PEMAKAIAN AMBULANCE

g Dalam kots maksimum 10 Km

b Lunr kota/{am

Calana peiugus pongatar ormng salal:
1}, Dalan kobs maksimum |OKm

2|, Luar kotn tiap Km

30,000

100,000
800,000

1,000,000
100,000

130 M

2,000

Partus spontan letak

belaleang

Setup Pelayannn

Harga obat ditetaplan
sichoinr

fharga netto] + 30

HN + [125% x | Harga obat ditetapkan

HN)

10,000

10,000

20,000

20,000

24,000

10,000
7,000
36,000
80,000
BG,000

10,000
24,000
10,000
10,000

17,800
65,000

25,000
2,500

snbenar

[harga netto)

harygn beli
+35%

fetlap Pemeriksann per
{tem mading-masing
sesual tartf vang ads

belum termasuk behan
bakar
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TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT PRATAMA

JENIS PELAYANAN

Jumiah
(Rpl

Sy

pr

% |

TARIF PELAYARAN RAWAT JALAN
Pemeriksann [ Polildinik :

Dokter Ahli

Dokter Umum

General Check Up
a. Sederhann

b. Sedang

160,000
50,000

250,000

350,000

Pelayanan Rumah Sakit
sludah tarmasuk abal

Oeneral Check Up

| Sedertana : Pem . Fisfk

| « Laboratorium : darah
rufin, urine rutin, Bula

| uxerni, Kimia Darah
{Guia Darah, Koleatrol,

| Asam Urat)

| General Check Up

Sederhana . Pem . Fisik
, Laboratorsum : darah
wgrna, Kimia Darah
(Guults Darah, Koleatral,
Asaom Urai), Tes fungsi
hati { atbumin, Globulin ,
Bilirubm , SCOT , SGPT
, Alkali Fosfatase) ,
Clukosa , Uretem,
Creatinin , [fric Acid,
Cholesteral, ECG

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT
(UGD)
Pemeriksaun Dolcter Umum
Pemerikannn Dokter Speainlia
Visum et Repertum
Rawat Sehari (One Day Care)

Ols v w -

TINDAKAN MEDIK DARURAT NON

. Keedl

35,000
65,000
150,000
85,000

280,000

150,000

150,000

Penyakit dalam
Catrterisar buli-buli
Veno Pumnks:,

Pemasangan Sonde
lambung

BEDAH

Cateterisas: buli-abuli.
Bouginasi,

Traks kulit,

Ransel verban,
Perawpattan hika
Bakur< 1 0% tanpa
kompiikas

Penyakit Kandungan
Fasang Implant/ [UD,
Ekstrukai LD,

Ppp Smear,
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b. Sedang

¢. Besar

150,000

150,000

200,000

200,000

200,000

200,000

20,000

250,000

250,000

Kuldo sintesis,
Kryo,
Anmniseritegis,
| Pasang kateter,
Vieries prividosi,
Pasang laminaria
Analk
| Punksi oena,
Perawatan tali pusat,
Muatoux test

THT
Tollet tang telinga dan
hidung,
Pemasangan tampon
telinge, _
Ekstruksi benedi asing
elifubsang hieluirg,
Politerisast -
fiibal
Penpakit Dalam
Defibritasi,
Ventilasi,
Resusitasi,
Cardio pulmoner,
Lumbal punksi
BEDAH

Perawaton hika bakar
> ] (0% dengan
komplilcsi fanpa
oparru st

Pengakit kandungan
Buka implant,

Manua! placenta
Anak

Perutatan bayl dengan
incubator,

Pemasangan sonde
lambuing,

koateter
brati-tnali
THT
Parusintesis
miringotemi,
: i
sinusmakxilarisposen
CL,
Cranti canul
trochea/ dekalunisani
Penguaidit Kandungan
Hydratubasi’ partubasi
Anak

Resusitasi bayt baru
lahir

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
Kelas 1
Konsul antar Dolcter Ahli

Visite dokier umum

Vialte dokter ahli

100,000
30,000

20,000

40,000

JCU = blaya perawaian
disesuaikan tarif
masing-masing kelos +
S50%




TARIF PELAYANAN TINDAKAN

a8 Keeil

b. Sedang

106,000

150,000

250,000

500,000

600,000

Tinctakan Cito (tindakan
lbur) tarif pelayenan
ditambah S0%
Pengalkit Dalam
FPunkst bultbuli

Bedah

Tumar finak kulit (Kista
Atheroma Clawns Uk, <2
em, Ganglion dan Tumor
Jfinak, Kulit kecl
fainnpa, Cireumsis
tanpa komplikani, Vano
sekxi, neisi Abses tanpa
niervose wurmm, Punksi
buli-buli, PROEP
puniksi, CVP, Ekstruks]
Kefum

Penyalkit Dalam

punksi cairan
Pleura/ Acites,

Vena sekesi

patah tulang terfutup,
Repogist semuin jonis
luxatio/ disfokasi semdi,

Pemasangan traksd,
Penyvakit pembuluh
darah perifer, Gigitan
binatpng
(Debridemont),
Exsplorasl Corpus
[leum cacat buwal
aimple, Reoperatif
{akahat tindaksn
Operatif) dilakulan
dengan Narcosis,
Debriment. freponist
terbuka, immohilisasi
semus jenls patah
tulang, Semua jenis
tindukan amputasi,




Hermin Irreponibilin,
Appendicitis Acute,
{leus Obutructive, batu
tractus utdnarus
tamor: pembiulub
darah, tyrowd, (rahang
spelectomi, cacat
bawuan duplex.

tnyelogral, tracadiaper.

F | TARIF PELAYANAN DI POLIKLINIK GIGI
1| Elestraboni Gigi Susu S0, 000
2 | Ekatraksl Gigl Tetap 75,000
3 | Ekstraksi Oigi Tetap dengatt komplilasi 100,000
4 | Tambal gigi sementara 75,000
5 | Tumbal gigi dengan Puji/ Silika 100,000
6 | Tumbal gigl amalgam 75,000
7 Ondnnlﬂlumr gl dengan rahang kecil 200,000
(ritigan)
B | Ondontectamy gig dengan rahang besar 300,000
{berat)
9 | o Scaling gigi satu rahang 100,000
b. Scaling pigl dua rahang 150,600
. Scaling gigl dita raheng (kronia) 250,000
10 | Tmdakan Cltoject 0,000
G | TARIF PELAYANAN KEBIDANAN
1 | Persalinan Normal 800,000 Tarif termasuk biaya
inog (ba dan bayl SO%
dari rizwat fnagp iy
Persalinan normal:
Partus spontan letok
belokany kepala
2 | Persalinan deagan Tindakan 1,000,000 Persalinan dengan
tindakan per vaginam:
Partus surigaang,
Cremelt,
Vacum ekstraksi,
Farceps
3 | UsG 75,000 Pemeriksaan Kehamilon
H | PELAYANAN FARMASI
1 Obat dan alat keschatan habis palkaj 130r%: Hargn obat ditctaplan
hiirga beli (harga netto)
+ 0%
2 | Racikan Per Resep 2,000
3 | Oknaigen 125% x HN
I | TARIF PELAYANAN LABORATORIUM
DAN AMBULANCE RUMAH SAKIT
PRATAMA
1 | Hematologi
. _Hh, Etitrosit, Hm, u_ru]m-lt, hitung 35.000
jenis leukosit, Trombosit
b, Mana Pembelooan, masa pendarahan, 25 000
Retikulosit, Eosinofil, LED ’
;::I;‘Etﬂuﬂidnmhwﬁ.'['mﬂ. Fe/5 Serum 35,000
a Himin Darah
. Olukosa Urettm, Creutinin, SGOT, SGPT 35,000
b, Protein tota |, Albumin, Globulin,
Bilirubin total, Bilirubin Indirect 35,000

Immunologis




3 | & Golongan Darah 30,000
b, Tes Kshamilan 36,000
c. VDRL, Widnl<ASTO 50,000
d. Hbs Ag 80,000
4 | Pemeriksa Lainnyn
i Fesces ; Rutin, darab samar 30,000
b. Urine analials a0,000
c. Malaria 30,000
d. BTA 30,000
5 | Ulrasonografi (USG) 135,000
B Elektrolardiografl (EKG) 110,000
T | Nebulizer 60,000
B | PEMAKAIAN AMBULANCE
. Dulam Kota maksimum 10 km 20,000
b. Luar kota per/jam 60,000
¢. Jasa petugas pengantar orang sakit ;
1). Dalam kota max 10 km 28,000
2}, Lunr kotn thap km 2,500
Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Kebersihan
Pasal 79

(1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b
yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernva ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah;

c. penyedian lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir
sampah; dan

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan
umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 80
(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan
klasifikasi dan jangka waktu layanan.
(2) Jangka wakiu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu)
bulan.

Pasal 81

Struktur dan Besaran tarif pelayanan kebersihan sebagai berikut:
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JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN | KETERANGAN
2 3 4 5

RUMAH TINGGAL PERMANEN
a. Luas Bangunan < 70m? 20,000 Bulan
b. Luas Bangunan 71 s.d 300m? 30,000 Bulan
¢. Luas Bangunan > 300m? 40,000 Bulan
RUMAH TINOGAL SEWA PERMANEN
a. Luas Bangunan < Tim 30,000 Bulan
b. Luas Bangunan 71 s.d 300m? 70,000 Bulan
¢. Luns Bangunan > 300m# 100,000 Bulan
GEDUNG KOMERSIAL
a. Pertokoan Permanen 50,000 Bulan
b. Toko Permanen di wilayah pemukiman 40,000 Bulan
PERKANTORAN SWASTA
a. Besar 150,000 = Bulan
(Kategori Luas Bangunan > 300m?)
b. Sedang 100,000 Bulan
[Kategori Luas Bangunan 71 s.d 300m?)
¢. Kecil 75,000 Bulan
(Kategori Luas Bangunan < 70m?)
HOTEL
a. Hotel Bintung 3 ke atas I 1,250,000 Bulan
b. Hotel Bintang 1 s/d 2 1,000,000 Bulan
c. Hotel Non Berbintang 750,000 Bulan
d. Penginapan / Wisma/Losmen / Hormestay 250,000 Bulan
GUDANG
a. Gudeng Kecil 100,000 Bulan
(Luas kurang dari 2.500m7)
b. Gudang Sedang 150,000 Bulan
(Luig 2.500m2 a/d 10.000m?)
¢ Gudang Besar 250,000 Bulan
(Luas > 10.000m?
INDUSTRI
a. Industri Kecil 250,000 = Bulan
(Kategori: Tenagn kerja kurang dari 19 orang)
b. Industri Sedang 500,000 Bulan
(Kategori: Tenaga kerjn antara 19 s/d 99 orang)
c. Industri Besar 750,000 | Bulun

(Kategori: Tenaga kerjn diatas 99 orang)
KIOS
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10

12

13
14

15
16
17
18

19

21

a. Kios Permanen

b. Kios Non Permanen
TEMFPAT HIBURAN

a. Gedung serbagunn
b. Tempat Knraoke

c. Diskotik / Clubing

GEDUNG MILIK SWASTA UNTUK
PENYELENGGARAAN

a. Perguruan Tinggs

b. Kursus-kursus

c. SLTA/SLTP/SD/TK

SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

a. Rumah Sakit Swasts
b. Kiinik

SARANA OLAH RAGA MILIK SWASTA
i Gedung / Lapangnn Olah Raga

b. Gedung Fitnes / Gym

RESTORAN

RUMAH MAKAN/CAFE/WARKOP/ KEDAI
a. Permanen

b. Non Permanen

APOTEK

TOKO OBAT

OPTIK

BANK

a. Bank Cabang/Pembanta

b. Bank Unit
SWALAYAN

a. Minimarkel

b. Supermarket

c. Hypermarket

Salon /Pangkas Rambut/Barbershop
. Permanen

b. Sermi Permanen
USAHA FOTO KOFI

i, Permanen

b. Semi Permanen
Pencucian Kendarasn
a. Mobil

b. Motor

50,000
30,000

250,000
250,000
250,000

250,000

100,000

150,000

350,000

250,000

100,000
75,000
200,000

50,000
35,000
100,000
50,000
50,000

2063, 000
150,000

150,000
204,000
250,000

50,000
40,000

100,000
50,000

50,000

25,000

Bulan

Bulan
Bulan
Bulan

Bulan
Bulan

Bulan

Bulan

Bulan
Bulan
Hulan

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

Bulan

Bulan
Bulan

Bulan
Bulan
Bulan

Bulan
Bulan

Bulan
Bulan

Bulan

Bulan
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PENGANGKUTAN SENDIRI KE TPA | { Bukan Material,
Pangkasan, dan
Oleh vrang pribadi atay badan Limbah Industri
n. Mobil Truk 100,000 Rit m-upun‘l-u;iﬁ
b. Mobil Kecil 75,000 Rit r:.m:l::1:.131.111;1:[:':!-::E telah
. Ke i WPt Carl
c. Kendaraan Roda Tiga 50,000 it Rumsh fasal
sampah
Penggunaan Armada Penyedotan Kakus/Tinja:
a. Bangunan Swasta 500,000 Rit Per Rit untuk
armada 5.000
b. Bangunan Usaha 350,000 Rit Iilr:r‘HS
c. Rumah Tingeal 300,000 Rit
d. Luar Kota Sesuni jarak
dintur dengan
keputusan
Bupati

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 82

(1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf ¢ merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1277 Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur
berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 83

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai

berikut:
I
NO JENIS KENDARAAN TARIF (Rp) KETERANGAN
: N -
S | 2 3 | 4
Parkir Tepi Jalan Umum
1. Scpeda Motor 2,000 | per sekali parkir
2. Kendaraan Roda Empat Berukuran Seduang
. Sedan 2,000 per sekali parkir
b, Jeep, Mini Bus dan Pick Up dan scienistya 2,500
3. Kendaraan Roda Empat Berukuran Besar (Bus, ) )
Truck dun Alat besar lainny) 5,000  per sckali parkir




Paragral 5
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 84

(1) Pelayanan Pasar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 69 ayal (1) huruf d yaitu
pelayanan penyedisan fasilitas pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran,
los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

[2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan jangka
waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 85
Struktur dan besaran tarif pelayanan pasar ditetapkan scbagai berikut:
NO | LOKASI PABAR / KLASIFIRASI | Tarif Retribusi (Rp) | Satuan : Keterangan
i F ] F] 5
1 | Kecamaton Luwuk
Pasar Sertal i
a. Petak 7,000 Per han
h. Los 3,000 Per han
¢, Pelutwrun Tetap/Tiduk Tetap 4,000 Per hani
2 | Kecamatan Luwuk Selatan
Posar Simpong
a. Pelnk 7, (MK Per han
b. Las 3,004) Per hari |
c. Pelataran Tetap/Tidak Tetap 4,000 Perhan |
J° | Kecamatan Linwuk Utama i
1. Pasar Unjulan
a. Peink 7000 Per hari
b, Pelutaran Tetap/ Tidak Tetap 4,000 Per har
2. Pasar Salodik
a. Petak 2,000 Per hari
h. Los R Per hart
4 | Hecamatan Pagimana
o. Petak 7,000 Per han
k. Las R Per han
¢. Pelataran Tetap/Tidak Tetap 4,000 Per hari
5 | Kecamatan Lobu
a. Lo 2,000 Per han
b. Pelutaran Tetap/Tidak Tetap 4, 000 Per hari
6 | Kecamatan Bunta
a. Petak 3,504 Per har
h. Los 3,000 Per hian
c. Emperon 2,500 Per harl
d. Pelataran Tetap/Tidnk Tetap 4,000 Per hari
7 | Kecamatan Simpang Raya
. Petuk 2,000 Per hari
b, Los 2,000 Per hari
. Pelataran Tetnp/Tidak Telap 4,000 Per hari
8 | Kecomatan Balattnk
t, Petuk 4,000 Per huri
b. Los 2,000 Per hari
9 | Kecomatan Barnl
u. Petuk 5.500 Per hari
b Los 30040 Per har
c. Emperan 2,500 Per hari
d. Pelaturan Tetup/Tidak Tetap 4,000 Per hard
10 | Kecamatan Batui Selatan
1. Pasar Ombolu
i Los 2,000 Per hari
b. Emperan 2,000 Per hari
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| Te. Pelataran Tetap;Tidal Tetap 4000 | Per harl
| 2. Pasar Gori-gori ' |
.r o Los 2,000 Per harf
| b Pelataran Tetap/Tidak Tetap | 4,000 Per hari
11 | Kecamiatan Toili

a. Petik 5500  Per hari

b, Los 3,000 Per hari
| & Pelataran Tetap/Tidak Tetap 4,000 Per hari
' 12 | Kecamatan Toili Barat B
| petak | 5500 | Per hari

b. Los 3,000 Per har
|| & Pelataran Tetap/Tidak Tetap | 4,000 Per hari
| 13 | Recamatan Moilong | 4,000 Per harl .

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Usaha
Pasal B6

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan vang
menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan vang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 87

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan vang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan vang diperoleh apabila pelavanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha

yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan aturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf |

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat

(1)

Kegiatan Usaha Lainnva
Pasal 88

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat
kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a
adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan
pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnva yang
disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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(2)

(3}

Tingkat penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan jenis dan
jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jenis kelas pasar dan tata cara
pemberian  kontrak diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan

perundang-undangan,

Pasal B9

Struktur dan besaran tarif layanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai

berikut:
JENIS
No A MGEATAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
L 2 E) 4 5
Kios Kuliner 150,000 Per Bulan Parivwiata
Kios Cindramsita 100,000 Per Bulan Pariwisatsa

Pelayvanan Pasar Hewan/fJasa
penggunaan pasar hewan

1) Sapi/Kuda/ Kerbau 5,000 Ekor Peternakan

2) Kambing/ Demba / Babd 2,500 Ekor Peternakan

(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Pelelangan
Pasal 90

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf b merupakan penyediaan tempat
pelelangan yang sccara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa
pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan,
Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daergh dari pihak lain untuk
dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat
Pelelangan, diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 91

Struktur dan besaran taril Pelayanan penvediaan tempat pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat
pelelangan ditetapkan sebagai berikut:
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JENIS LAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
2 T S 4
Pasar Tempat Pelelangan lkan (TP1) :
a. Meja tempat jual ikan 10,000 Per Hari
b. Los TPl 100,000 | Per Bulan
c. Kios Mini 250,000 Per Bulan
d. Keranjang Ikan 2,500 Per Han
¢. En Balok 17,000 Per Balok
. Cool Box:
1) 100 liter 30,000 Per Bulan
2) 200 liter 130,000 Per Bulan
3) 500-660 liter 200,000 Per Bulan
g Es Kruser {pemecah es) 150,000 Per Bulan Per Mesin
Jasa tanah dan lahan
a. Lahan 30,000 Per m?/Tahun
b. Penjemuran Jaring/ Penjemuran
Ikan
1} Terbuka Beratap 1,500 Per m?/Han
2) Terbuka Tidak Beratap 1,000 Per m?/Harn
c. Fenumpukan Barang
1) Terbuka Beratap 1,500 Per m2/Hari
2} Terbuka Tidak Beratap 1,000 Per m?/Hnri
Tempat tambat kapal perikanan oi TP
Jasa Tambar Kapal ¢
1). Kapal Perikanan
Per meter panjang
a) Ukuran Kapal 5 s.d 30 GT 500 | { et timbat
. Per meler panjang
b} Ukuran Kapal =30 s.d 100 GT 750 knpal por tambiat
2). Kapal Non Perikanan Penunjang 15.000 Per meter panjang
Kapal Perikanan * kapal per tambat
3). Kapal Non Perikanan non 50,000 Pér meter panjung
Penunjang Kapul Perikanan 3 kapal per tambat
Paragraf 3

Penvediaan Tempat Khusus Parkir

(1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (7) huruf ¢ merupakan penyediaan tempat khusus parkir
di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan

Pasal 92

diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.




Pasal 93

Struktur dan Besaran tarif pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diluar
badan jalan ditetapkan sebagaimana ditetapkan sebagai berikut:

Jenis
Ne Jenis Parkir - "““‘"‘I Tarif (Rp) | Satuan Ket
1 2 3 4 35 6
1. | Pelataran/Lingkungan n. Sedan, Jeep, Mini
Aset milik Pemda Bus, Mobil Pick up dan 2,500 Per Purkir
sejenisnyn
b. Bus, truck Alat - .
besun/berwt 5,000 Per Parkir
¢. Sepeda motor 2,000 Per Parkir
2. | Taman/Tempat Wisata | a. Sedan, Jeep, Mini
Bus, Mobil Pick up dan 2,500 Per Parkir
SEjCMmsnyn
b. Bus, truck, Alat
" /berat 5,000 Per Parkir
c. Sepeda motor 2,000 Per Parkir
Paragral 4
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
Pasal 94

(1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf d merupakan penyediaan tempat
penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyvediaan tempat penginapan atau
pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian
tempat penginapan /pesanggrahan /vila.

Pasal 95

Struktur dan besaran tarif layanan penyediaan tempat  penginapan atau
pesanggarahan atau vila ditetapkan sebagai berikut:

NO URAIAN TARIF [Rp) | SATUAN KETERANGAN

! 2 3 I 4

LAYANAN PENGGUNAAN GEDUNG /BANGUNAN
A. Mess Pemda Mutiara Palu

- Kamar Standar A 100,000 Per Hari

- Kamar Standar B 1 50,000 Per Hari
B. Mess Pemida Mutinrs Jakarin

- Kamar De Lux A 1 50,000 Per Harl

- Kamar De Lux B 100,000 |  Per Hari

C. Cottage 1 50,000 Per Hani Pariwisata
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(1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (7) huruf e merupakan pelayanan penyediaan (fasilitas
pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa pelavanan rumah potong hewan ternak diukur
berdasarkan jenis hewan ternak, dan jenis pelavanan.

Pasal 96

Pasal 97
Struktur dan besaran tarifl pelayanan rumah potong hewan ternak ditetapkan
sebagai berikut:
NO JENIS PELAYARAN JENIS HEWAN TARIF [Rp) | EATH
N 2 3 B 5 +
Pelayanan Rumah Potong
Hewan :
4. Pemakaian tempat 1} Sapi/Kerbau 55,000 Ekor
pematongin hewsan ternak
2) Kambing/Bumbua/Babi 12,500 Ekor
3) Unggas 1,000 Ekor
b. Pemeriksaan Kesehatan 1) Sapi/Kerbau 20,000 Ekor
Hewan / Ternak Sebelum
dipotong _
2) Kambing/Domba/Babi 10,000 Ekor
3) Unggas 1,000 Ekor
¢. Pemeriksaan daging hewan/ | 1) Sapi)/Kerbau 10,000 | Ekor
ternak setelah dipotong
[(Reur Master) Z) Kambing/Domba/Babi 3.000 Ekor
3] Unggas 500 Ekor
Paragrafl 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Pasal 98

(1

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Struktur dan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan sebagai
berikut:

Pasal 99
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Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7)
huruf { merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan vyang

Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis




NO JENIS JASA Santy SATUAN KETERANGAN
(Rp)
1 F3 0 3 5
| |.Jasa Pelayanan Kapal
Jasa Tambat Tambatnn Dermuga (Besi, 175 Per GT/Etmal
Beton, dan Kayu), Tambsatan
Pinggiran /Talud
2 | Jasa Penumpukar
a, Gudang 5,000 Per Ton/m?/Hari
b. Lapangnn 3,000 Per Ton/m?/Hari
3 | Jasa Tanda Masuk Pelabuhuan
a. Tanda Masuk Pelabuhan 2,000 Per orang/ sckali
(Penumpang) masuk
b. Tanda Masuk Kendarasn R.2 2,000 Per Kenduraan [ sekali
masuk
o Tunds Masuk Kenduaraan R4 5,000 Per Kendaraan /seleali
masuk
d. Tanda Masuk Kendarmen R >6 7,000 Per Kendaraan /sckali
masuk
4 | Jasa Pelayanan Kepelabuhanan
lainnya
& Jusa sewn tansh dalam arcal 10,000 Per m / Bulan
Pelobuhan
b. Jasa sewn bangunan gedung/ 15,000 Per m?/Bulan
kantor dalam areal Pelabuhan
¢ Tanda Masuk Pelabuhan 2,000 Per orang)/ sekali
Orang Yang Tidak Menyeberang musuk
Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga
Pasal 100

(1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (7) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur
berdasarkan jenis tempat reckreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan

frekuensi pemakaian.
Pasal 101

Struktur dan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
ditetapkan sebagai berikut:

RO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN
= 2 B 2 4 5
1 | Kunjungan Wisata :
a. Wisatawan Mancanegara 15,000 per orang
b. Wisatawan Domestik 5,000 per orang
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2 | Penggunuun Fasilitas :
a. Gapebo
1) Gazebo Komunal (4 x 8m ) 75,000 per Harn
2) Gazebo Swafoto (4 x 4m | 50,000 per Hari
3) Gazebo Keal [ 2.5 x 2,5m) 30,000 per Han
b. Wahana Flving Fox 30,000 per arang
3 | Pemakaian Sarana Olahraga
a. Pemnalmian Stedion Kilongon 250,000 Per Han
b, Pemakaian Lapangan Persibal 250.000 Per Hari
¢, Gedung Olah Raga Kilongan 1.000.000 Per Hari
d. Gedung Olah Raga Sudurto Center 1.000.000 Per Hari
Paragrafl 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 102

(1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (7) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha
daerah oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur
berdasarkan jenis, frekuensi dan volume produksi usaha Daerah.

Pasal 103

Struktur dan besaran tarif retribusi atas penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

OBJEK PENJUALAN ‘ TARIF (Rp)2 SATUAN KETERANGAN
2 3 4 2
Penjualan Bibit Ikan
a. Benih lkan Koi
1) Ukuran 3 Cm | 2,000 per ekor
2} Ukaran 5 Cm | 5,000 per ekor
3) Ukuran 8 Cm | 10,000 per ekor
4) Ukuran 10 Cm 20,000 | per ekor
5) Ukuran 15 Cm 35,000 por clor
6) Ukuran 20 Cm 50,000 per ekor
b. Benih Tkan Mas
1) Ukuran 3 Cm 300 per ekor
2) Ukuran 5 Cm 00 per skor
3) Ukuran 8 Cm L.000 per ekor
4] Ukuran 10 Cm 1,500 per ekor
5) Ukuran 15Cm 2,000 per ekor
6) Ukuran 20 Cm 2,500 per ekor
c. Benih lkan Gurame
1} Ulauran 3Cm 1,000 per ekor
2) Ukuran 5Cm 1,500 per ekor
3) Ukuran 8Cm 2,000 per ekar
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4) Ukuran 10 Cm 3,000 per ekor

5] Ukoaran 15 Cm 4 000 per ekor

6] Ukuran 20 Cm 5,000 per ekor
d. Benih lcan Bawal

1) Ukuran 3 Cm 1,000 per ckor

2) Ukuran 5 Cm 1.500 par ekor

3) Ukuran 8 Cm 2,000 per ekor
. Benih [kan Lele

1) Ukuran 3 Cm 300 per ekor

2) Ukuran 5 Cm 500 per ekor

3) Ukuran 8 Cm 1,000 per ekar
g Benih lkan Patin

1} Ukuran 3 Cm 1,000 per ekar

2) Ukuran 5Cm 1,500 per ekor

3) Ukuran 8 Cm 2,000 per ekor
h. Benih Ikan Nila

1) Ukuran 3 Cm 300 per ekor

2} Ukuran 5 Cm 500 per elkor

3} Ukuran B Cm 1,000 per ekor

4) Ukuran 10 Cm 1,500 per ckor

5) Ukuran 15 Cm 2,000 per ckor

6] Ukuran 20 Cm 2,500 per ekor
- Sewa Videotron

Jam  08.00 - 24.00 Wita S06 Per Detik
- Sewa Space lklan 150,000 Per Hari diluar jasa

pemasangan

PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM
a. Agregat
Pemalaian alat ji Analisa Saringan 45,000 | Per Pemakaian
W alat uji Berat Jenis dan Penyerapan 45000 | Per Pemakai
w alat uji Berat Jenis Dan Penyerapan 45,000 Per Po
Pemalkaian alat uji Berat Jenis Tangh 35,000 Per Pemakainn
Pemakaian alat uji Berat lsi 45,000 Per Pemakainn
Pemakaian alat uji Lolos Saringan No. 200 45,000 Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Abrasi 45,000 Per Pemakaian
w alat uji Indeks Kepipihan dan 45,000 | Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Uji Kekuatan Agregat (AIV] 45,000 | Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Sand Equivalent 100,000 | Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Crushing 45,000 | Per Pemakaian
Pemakatan alat uji Kadar Organic 50,000 | Per Pemakaian
Pemukaion alat uji Kadar Lumpur 45,000 Per Pemakaian
b. Tanah Dan Batuan
Pemaksian alat uji Kadar Air 7,000 Per Pemalkasian
Pemakaian alat ujr Atterberg Limit 35,000 Per Pemakaian
Pemakaian alat uji Pemadatan Modified 83,700 | Per Pemakainn
Pemakaian aint uji Pemadatan Standar 45,000 | Per Pemakaian
Pemakatan alat uji CBR Modified Liaboradtorium 109,000 Per Pemaleninn
Pemakaian alat uji CBR Standar Laboratorium 104,700 | Per Pemakaian




. Aspal

Pemalkatan alatl ujl Daktilitas Aspal
Pemakaian alut ujl Berat Jenis Aspal
Pemakatan alat uji Kelekatan Terhadap Aspal
Pemakaian alat uji Kekentalan Aspal

Pemakaian alar ujl Penetrasi Aspial

Pemakaian alat wjl Titlk Nyala Dan Titik baloar
Aspal
Pemakaian alat uji Titik Lembek Aspal

d. Semen
Pemakesin alat uji Kehalusan Semen Portland
Pemakaian alat uji Berat Jenis semen

e. Pengujlan Bahan Campuran Aspal
Pemakaion alat ujl Test Marshall
Pemukaton alat ujl Density (berat Jenis
Campuran|

Pemakaian alat uji Radar Aspal
Pemalkaian alat uji Ekstraksi Teknis

f. Pengujian Kuat Tekan
Pemakajan alat uji Kust Tekan Beton cllynder

Pemakalan alat ujl Capping Clynder
Pemakaian alat uji Kunt Tekan Heton Kubis

Pemakaian alat w)i Pemakatan alat ujl Kouar Tekan
Paving Blok

Pemakaian alat uji Euat Tekan Mortar

- Job Mix Design
Pemakaian alat uji Perencanaan Campuran aspal
[15 Sampel Briket)

Pemakaian alat uji Perencanaan Campumn Beton
{per Mutu Beton|

Pemakainn alaf uji Perencanaan Campuren
Timbunan /urugan

Pemakalan alar ufi Perencanasn Campuran Lapis
Pondasl Agregal

h. Jenis Pengujinn Di Lapangan

Pemakaian alnt uji Sondir Test

Pemakninn alat uji Suhu

Pemakaian alat uji Sandoone Test
Pemakalan alat uji CBR Lapangan (Californie
Hearing Ratlo|

FPemakalan alat uji Hand Boring

Pemikaian alat uji DCP (Dvnamic Cone
Fenotrometer|

Pemakaian alat uli Coredrill Aspal
Pemakadan alat uji Hammer Test
Pemiakiainn alal ujl Timbatgnn Elekiris
Pemakaian aiat uji Alal Speedy (kadar air
Inprangin)

60,000
31,000
45,000
50,000
55,000

45,000
35,000

90,000
45,000

30,000
435,000

3,010¢)
175,000

22.500
15,000
15,000

15,000

15,000

453,000
592,000
430,800

439,800

175,000
7,000
100,000

90,000
75,000
175,000

175,000
25,000
45,000

50,000

Per Pemakalan
Per Pemakaian
Per Pemakaign
Per Pemakaian
Per Pemalmian

FPer Pemakaian
Per Pemakadan

Per Pemakatan
Per Pomakainn

Per Pemaletan
Pt Pemskaian

Per Pemakaian
Per Pemakaian

Per Pemakaian
Per Pemakainn
Per Pemnknian

Pet Pemnialaisn

Per Pemakaian

Per Pemakualian
Per Pomaladan
Per Pemalkaian

Per Prnaloaea

Per Pemakalan
IPer Pemaknian
Per Pemakaian

Per Pemaknkan
Per Pemaknuan
Per Pemalkninn

Per Pemalinian
Per Pemakadan
Per Pemakninn

Per Pemakaian
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- ALAT LABORATORIUM KESEHATAN

PEMERIKSAAN/JENIS PARAMETER | 1'“’;:;‘““
A. Harga dan Parameter Laboratorium Kesehatan

1) Bislogi

a. Caliform

~ Mretode H28 20,000
- Metode T'h Ganda 160,000
b. E.Cole

- Metode Th. Ganda 160,000
2] Fisik

i Bau

b. Rasa

c. Suhu -

d. Ths .

. Turbidity -

3] Kimiia '

a. PH B

h. Zat COrganik 15,000
¢. Kesadahan 15,000
d. Kalsium (Ca) 15,000
c. Bes (el 25,000
. Mangan (Mn] 10,000
£. Tembaga (Cu) 35,000
h. Seng {¥n] 30,000
L. Klorida (Cl) 15.000
i- Suliat (804 30,000
k. Fluorida (F) 30,000
I, Amitonid (NH3| 25,000
m. Nitra (NO3) 18,000
n Nitrit (NO2) 15,000
0. Arsen (As) l ashoo
. Timbal (Pb) 30,000
0. Kromium |Cr} 25,000
r. Sianida (Cn] 25 000
& Alamunium {Al) 25,0000
1. Selenium [Se) 25,000
u. Kadmium (Cd) 30,000

B. Penambahan Parameteer Pemeriksaan Air
1] FISIK

n. Warnn
b. TSS
¢. DHL/Conductivity

JASA
TARIF ALAT (Rp) | PEMERIKSAAN
(Rp)

15,000 15,000
50,000 65,000
50,000 615,000

. 10,000

- 10,000
10,000 5.000
12,000 B.000
12,000 8,000
10,000 10,000
10,000 25,000
10,000 20,000
10,000 20,000
10,000 25,000
10,000 15,000
10,000 20,000
10,000 25.000
10,000 20,000
10,000 20,000
10,000 20,000
10,000 20,000
10,000 22,000
10,000 15,000
25,000 20,000
20,000 20,000
15,000 20,000
10,000 20,000
15,000 20,000
25,000 15,000
20,000 15,000
10,000 15,000
12,000 8,000
12,000 8,000




1.
| a

— . . — e ——

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Sapi/Kuda/Kerbau | 5.000 ‘Ekor
2,500 Ekor

Paragral 9
Pemanfaatan Aset Daerah
Pasal 104

Pemanfaatan aset Daerah vang tidak menggangegu penvelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat Daerah danj/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7)

huruf | termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah

untuk tujuan meningkatkan perekonomian masvarakat atau lavanan umum.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran

tarif sebagimana dimaksud pada avat {1) dapat difetapkan dengan Peraturan

Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 {satu) tahun:

b. kerjasama pemanfaatan,

¢. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

d. kerjasama penyediaan infrastruktur,

Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapart

dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penggunaan tanah vang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan

jenis dan frekuensi pemakaian dan/atau pemanfaatan aset daerah.

Pasal 105

Struktur dan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah ditetapkan sebagai
berikut:

JENIS LAYANAN TARIF [Rp] SATUAN N

1 | PENGGUNAAN TANAH

i Pengeurnaan Tanah untuk Sarana Media

Luar Ruang/Keglutan, berjunlan tanaman
hias, ukiran dan patung-patung kesenian 100,000 Per m2 Per bulan
serta penjualan satwa burung/Tahun
b, Penpgunaan Tanonh antuk:

L. Tempat Tinggal: 1 %% NJOP PBB- Per Bulan

2 ' 3 4 I 5

| KETERANGA

P2 x Luas Tanah
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2. Usaha:

c. Penppunaan Tanah untuk Keglntan
Hiburan atau pertunjukan lainnya

ditetapkan

- Luas Tanah s.d 45m?

- Luas Tanah s.d 26m? s.d 50m?

- Luas Tanah s.d SIm? s.d 100m?*

- Luns Tanah s.d 101 m* ke atas
PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN

a. Graha Pemida
b. Graha PKK
¢. Gedung SKB

d. Gedung Transito

€. Ruangan Rapat Umum Kantor Bupat
f. Ruang Pertemuan Salodik

Pemakaian Lapangan Alun-alun Luwuk

PEMAKAIAN KENDARAAN, MESIN ALAT-
ALAT LAINNYA:

1. Vibrator Roller Barata MGB | (2,5 Ton)

2. Tandem Roller Borata MGB 7 |7 Ton)

3. Motor Grader Komatsu GD 510 R (124

HP)
4. Motor Grader Komatsu GD 511 A (135

HP)
3. Wheel Loader Kawasaki 60ZIV (109 HP
6. Dump Truck Isuzu EURO Z (3.5 Ton)

7. Dump Truck Mitsubihi PS120 (3,5 Ton)

8. Water Tank Truck Dyna Rino BY 43 (3.000
Liter)

9. Baby Roller Meiwa MG (600 kg )

10. Excavatar Caterpillar 320D (138 HP)
11, Toronton Mitsubishi FNS27 ML (220
BHP)

12. Mobil Penyiraman Tanaman /Pemadam
Kebakuran

13. Mobil Tanki Air

14, Vibrator Roller Bomag BW 211D-40 (10
tonj

15: Excavator Caterpillar 320D-2 (142 HP)
16. Tandem Roller Bomag BWIGLAD (10D
Ton)

17. Dump Truck Toyota Dytia 130 HT (3,5
Ton)

18. Bulldozer Komatsu DBBESS [155 HP)
19, Excavator Komatsu PC-200 (148 HP)

PEMAKAIAN HENDARAAN, HAPAL CEPAT,
KAPAL MOTOR DAN SARANA PERIKANAN:

a.  Mobil Berpendingin Roda 6

b, Speedboat Perikanan
c. Cold Storage Kapasitas 1.5 Ton

T

1,5 % NJOP PBB- |

P2 x Lyas Tanah

109,900
157,800

255,000

418,000
224,700
32,000
34,000
70,200
29,000
336,000
151,000

200,000
75,000
253,000
404,250
490,300
69,100

517,500
361,800

400,000
8.000,000

750,000

Per Hari
Per Han

Per Han
Per Hari

Per Hari
Per Hari
Per Hari

Per Han

Per Han
Per Hari

Per Hari

Per Jam
Per Jam

Per Jam

Per Jam
Per Jam
PerJam
Per Jam
Per Jam

Per Jam
Per Jam

Per Jam

Per Jam
Per Jam
Per Jam
Per Jam
Per Jum

Per Jam

Per Jam
Per Jam

Per hari Per Unit
Per bulan Per Unit

Per Hart
Per Han

150,000




1,500,000 Per Bulan
d. Freezer Kapasitas 1,5 Ton -2 Tan 150,000 Per Hari
500,000 Per Minggu
1,500,000 Per Bulan
e. Chest Frezeer 100,600 Per Hari Per Unit
I. Sarana Perikanan :
l. Mesin Yanmar TS. 230 H- 300 H 200,000 Per Bulan
2. Mesin Tempel 50 PK - 90 PK 500,000 Per Bulan
3. Peralatan Pengolahan Ikan 75,000 Per Bunh Per Bulan
4. Peralatan Pengolahan Non Tkan 50,000 Per Buah Per Bulan
g Pemakaian Gedung Pengolaban Toin
Pemakaian Bangsal Tempat Pengasapan 100,000 Per Bulan
Than
PEMAKAIAN RTH
). Kegiatan Pertunjukan dan Pameran 500,000 Per Huri
2). Kegiatan Organisasi 250,000 Per Han
Jdj. Wahana Bermain 100,000 Per Bulan
Jasa Handang penampungan Ternak Lebih
dari 3 Hari
1} Sapi/Kerbau 3.000 Elmrjhnrf
2) Kambing/Domba, Babi 15,000 Ekor/hari
3} Unggas 500 Ekor/hari
Bagian Keenam
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 106

(1)

2)

(1)

(2)

3)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menurut  peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu,

Pasal 107

Prinsip dan sasaran dalam penectapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan,

Biaya penyelenggaraan pemberian izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung
Pasal 108

Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (13) huruf a meliputi penerbitan persetujuan
bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung
scbagaiamana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan
Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai persetujuan bangunan gedung,

Pasal 109

Pelayanan pemberian izin berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (13) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan
plakat SLF.
Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
a. pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG
dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi bangunan gedung;
2. perubahan lapis bangunan gedung;
3. perubahan luas bangunan gedung;
4. perubahan tampak bangunan gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung
terhadap tingkat kerusaklan sedang atau berat;
6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau
berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar
budaya; atau
8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di Kawasan cagar budaya.

PBG perubahan tidak diperiukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan
perawatan.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah
Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan, atau bangunan yang
termasuk dalam penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/
insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 110

Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layvanan dan harga satuan retribusi
PBG.

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diukur berdasarkan formule yang mencerminkan biaya
penyelenggaraan penyediaan layanan.

Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan

Gedung; atau

b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk PBG.
Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:

a.

Bangunan Gedung; dan

b. PBG.
Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

b.

1. Luas Total Lantai:

2. Indeks Terintegrasi; dan

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
formula untuk PBG, meliputi:

1. Volume:

2. Indeks PBG; dan

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 111

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan
pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a,

bangunan gedung;

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas
Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo] dikalikan Standar Harga
Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks
Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

LLt x (ILo x SHST) x It x Ibg); dan

Prasarana bangunan gedung:

Tarif Retribusi PBG wuntuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung
berdasarkan Volume (V)] dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (1)
dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (ibg} dikalikan Harga
Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan
rumus:

VxIxIlbg x HSpbg.



(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan

indeks parameter (Ip) dikalikan fktor kepemilikan (Fr) atay dengan ramus:

Ifx¥ (bpxIp)x Fm.

(3) Struktur dan besaran tarif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(4) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Bupati setiap tahun berjalan.

Pasal 112

Struktur dan besaran tarif perhitungan PBG ditetapkan sebagai berikut:

A. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Rumus ;

Ne =LLt . (llo . SHST) . It . Tbg
LLt = ¥ (L4 + Lbi)

It=1L 3 (bp+lp).Pm

Keterangan:

Nr :  Nilal Retribusi

LLt ¢ Lues Towl Lantai

llo i Indeks Lokalitas

SHST ¢ Standar Harga Satuan Tertingg

It :  Indeka Terintegrasi

Thg ¢ Indeks Bangunan Gedung

Lli ! Luns Lantni Ke-i

Lbi i lLuas Basemen Ke-i

If ¢ Indeks Fungsi

bp ¢ Bobot Parameter

Ip i Indeks Parameter

Fm :  Faktor Kepemililoan

- o * Indeks Lokalitas (liv) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang
ditetunpkan oleh Pemerintah Daeranh
* Pemerintah daerah menetapkan indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai
perhitungan retribusi bangunan sesuai PP no. 16 tahun 2021 dan perbandingannya
dengan nilal retribusi yang berlaku sebelumnya, Indeks Lokalitas menjadi kontral
agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai
retribusgi yang berlaku sebelumnyva.
* Nilat Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima).
. SHST * SHST dipakai dalam perhitungan lnyanan PBG merupakan SHST untuk Bangunan
= Gedung Negara sederhani.

[0




* Pomenntah Dacrah menetaplkan Hourgn Satuan Bangunan Gedung Negars (HSBGN)
setiap whun berinlan. dan dapat langsung digunakan nilai tersebut sebagai SHST
setinp mhunnyva menyesuaikan dengan HSBON mhun tersebul.

* SHST dihitung menggunakan apliknsi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi
yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
setiap b,

TARIF RETRIBUS! IZIN MENDIRIEAN BANGUNAN ( IMB )

L RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
UNTUE BANGUNAN GEDUNG
RUMUS ;

Nr=LLt. (Illo.SHST) . It . Ibg

LLt=Y . (LLi+ LBi)

t=If. $(bp+ Ip) . Fm

Nr . Nilai Retribusi
LLt £ Luas Total Lantai
llo : Indeks Lokalitas

SHST Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

tbg Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Ll F Luas Lantai Ke-i

Lbi :  Luas Basemen Ke-i

If : Indeks Fungsi

bp 2 Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm Faktor Kepemilikan

-flo  *Indeks Lokalitas (llo} merupakan persentase pengall terhadap SHST yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah

* Pemerintah daerah menetapkan indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan
retribusi bangunan sesual PP no. 16 tahun 2021 dan perbandingannya dengan nilai retribusi
yang beriaku sebelumnya. Indeks Lokalitas menjadi
kontrol agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi
yang berlaku sebelumnya.

* Nilal Indeks Lokalitas paling tinggi adalah 0,5% ( nol koma lima per seratus persen )
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SHST  * SHST dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara
sederhana,
* Pemerintah Daerah menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) setiap tahun
berjalan, dan dapat langsung digunakan nilai tersebut sebagai SHST setiap tahunnya
menyesuaikan dengan HSBGN tahun tersebut.

B. Indeks Integritas (It )
it = If.3(bp.Ip).Fm

it : Indeks Ternintegrasi
if : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter
Ip : Indens Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

Indek
[ ] Bobot Indeks
Fungsi Fungs | Klasifikasi Parameter Parameter Parameter
i (bp) (Ip)
(1f)
Usaha 0.7 Kompleksita 0.3 a. Sederhuna I
8 b. Tidak Sederhana 2
Usaha (UMKM- 0.5 | Permanensi 0.2 a. Non Permanen 'S
Prototipe) b. Permanen 2
Hunian Ketingginn 0.5 *| Mengikuti Tabel ) Mengikuti
a. < 100 m? dan 156 Koefisien Jumlah Tabel
<2 Lantsi Koefisien
lantai Jumlah
Lantai
Hunian
b. > 100 m? dan 0,17
= Faktor Kepemilikan [Fm) 8. Negara 0
tantai b. Perorangan/Badan 1
Keagnmaan 0
Fungsi Khusus |
Sosial Budava 0.3
Ganda/Campura
n 0,6
a. Luas <3500 m?
dan <2 lantai
b. Luas <500 m2 0.8
dan <2 lanta
C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun [ Ibg )
Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun
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(Tbg)

Bangunan Gedung Baru 1

Rehabilitasi/Renovasi BG

a. Sedang 0,45 x 50% = 0,225

b. Berat 065 x 50% = 0,325
Pelestarian /Pemugaran

a. Pratama 065 x 50% = 0325

b. Madya 045 x S0% = 0,225

. Utama 0,30 x 50% = D,150

0. Hoefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai m’hni;"‘"h ~ Jumiah Lantai POsten g
Baremen 3 lapis + [n) 1,393 - 0,1 (n) a1 1.6806
Busemen 3 lapis 1.393 an 1.695
Basemen 2 lapis 1.299 33 1.704
Basemen 1 lupis 1.197 34 1.713

1 1.000 35 1,723
2 1.000 36 1.730
3 1.120 a7 1.738
4 1.135 a8 1.746
5 1.162 249 1.754
e 1.197 40 1.76G1
T 1.236 41 1.768
B 1.265 42 1.775
9 1.299 43 1.782
10 1.333 44 1.789
il 1.364 435 1.795
12 1.393 46 1.801
13 1.420 947 1.807
4 1.445 48 1.813
15 1.4568 49 1.818
16 1.48%9 20 1.823
17 1.508 51 1.828
IB 1.525 52 1.833
19 1.541 53 1.B37
20 1.556 54 1.841
21 1.570 55 1.845
22 1.584 56 1. 849
23 1.597 57 1.853
24 1.610 oS8 1.BS56
235 1623 59 1.B59
26 1.634 60 1.862




I 27 1.645 60 + (n) 1,862 + 0,003 (n)
28 1.656
29 1.666
30 1.676

Heterangan :
i

Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis
*  Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis
basemen pada bangunan gedung.
Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
*  Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainva.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung

Koefisien Ketinggian BG= ((¥,=[ ( LLi J. KL)+ ¥ # (LBi.

KB))))/(( Z=[LLi. XLBi)})

Keterangan :
Koefisien Ketinggian BG
L :  Luas Lantai ke-l
KL :  Koefisien jumiah lantai
Lbi :  Luas Basemen Ke-i
Kbi :  Koefisien Jumliah Lapis

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung

F. Tarif Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Untuk Prasarana

Bangunan Gedung
Rumus :
Nr= V.,l.Ibg.
Nr = Nilai Tarif
v = Valume
I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Ibg = [Indeks Bangunan Gedung Terbangun
HSpbg = Harga Sdatuan Prasarana Bangunan Gedung
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PRASARANA

i 2 :

1. | Konstruksi Pagar 10,000 /m 1.00 0,65x50% = D,45x50% =
pembatas/ pen 0,325 0,225
ahan/pengam Tangeul/retaining 15,000 /m 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
an wall 0,325 0,235

Turap batas 15,000 {m 1.00 0.65x50% = | 0,45x50% =
kaveling/persil 0,325 0,225

2. | Konstruksi Gapura 150,000 fmZ 1.0 0.65x50% = | 0,45x50% =
penanda 0,325 0,225
masuk lokasi | Gerbang 150,000 /m2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =

0,325 0,225

3. | Konstruksi Jalan 8,000 fm2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =

perkerasan 0,325 0,225
Lapangan upacara B.000 fm2 1.00 0.65x50M = | 0,45x50% =

0,325 0,225
Lapangan olahraga 8,000 /m2 1.00 0,65x50% = | 0,45%50% =

terbuka 0,325 0,225

4. | Konstruksi Aspal 12,000 jm2 1.00 0,68x50% = | 0,45x50% =
pekernsan (3,335 0,225
aspal, beton

Beton 10,000 fm2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
0,325 0.225

5. | Konstruksi 10,000 fm2 1.00 0,65x50% = | 0,45250% =
perkerasan 0,325 0,225
grassblock

6. | Konstruksi Jembatan 20,000 fm2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
penghubung 0,325 0,225

Box culuert 20,000 fm2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
0,325 0,225
7. | Konstrulesi
penghubung
jembatan 0.65x50% = 0,45x50%% =
m gedung) il b AL 0,325 0,225
B. | Konstruksi
cmbaian 0,65x50% = | 0,45x50% =
penyebrangan 20,000 fm2 e 0,325 0,225
orang/barang)

9. | Kontruksi 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
penghubung 0,325 0,225
(jembatan _
bawah 20,000 Jm2
tanah/underp
ass|

10. | Kontruksi Kolam renang 20,000 Im2 1:00 0,66x50% = | 0,45x50% =
kolam/ reservo 0,325 0,225




ir bawah Kolam pengolahan air 20,000 /m2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
tanah reservoir di bawah 0,325 0,235
tanah
11. | Kontruksi 20,000 Jm2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
septic tank, 0,325 0,225
sumur
resapan
12. | Konstrulsi Menarn reservolr 50,000 /5m2 1.00 0.65x50% = | 0,45%x50% =
MEenrs 0,325 0,225
Cerobong 50,000 /5m2 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
0,325 0,225
13. | Konstruksi 50,000 fom2 L.0O0 0,65x50% = | 0,95%50% =
menarn air 0,325 0,228
14, | Konstruksi Tugu 100,000 fUnit 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
perkerasan 0,325 0,225
Patung 100,000 [fUnit 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
0,325 0,225
Di dalam persil 100,000 JUnir 1.00 0,65x50% = 0452504 =
10,325 0,225
Di luar persil 100,000 fUnit 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
0,325 0,225
15. | Konstruksi Instalasi listrik 100,000 JUnit 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
instalasi/gard 0,325 0,225
u listrik
Instalasi 100,000 /Unir 1.00G 0,65x50% = | 0,45x50% =
telepon /komunikasi [luas 0.325 0,225
maksimu
m 10 m2.
apabila
ada
penambah
an luas
Unit.
Dikennka
n biaya
mmbahan
Rp.
10.000/m
2)
Instalasi pengolahan 100,000 {Unie 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
(Teins 0,325 0,225
meksimu
m 10 m2,
upabila
ada
penambah
&n luas
Uriit.
Dikenaka
n biaya
tambahan
Rp.
10.000/m
2)
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16, | Konstruksi Aillboard papan ikian 1,500,000 JUnit 1.00 0,65x50% = | 0,45x%50% =
reklame/ papa (luns 0,325 0,225
n nama muaksimu

m 10m2.

apahila

adn

penambah

an luas

Unit,

Dikenaka

n biaya

tambahan

Rp

150,000/

ma2)
Papan nama (berdir 250,000 JUnit 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
sendiri atau berupa 0,325 0,225
tembok pagar)

17. | Fondasi mesin 50,000 JUnit 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
(diluar Mesin 0,325 0,225
bangunan)

18, | Konstruksi 20,000,000 [Unit 1.00 0,65x50% = | 0,45x50% =
menarsa 0,325 02325
televisi

19, | Konstruksi 1.00 0652505 = | 0,45x50% =
antena radio 0,325 0,225
1) Standing
jower dengAN | Ketinggian 2550 m | 10,000,000 jUnit | 1.00 | 0,65x30% = | 0,a5x50% =
4 Kaki: 0,325 ﬂ._:_:ﬁ

Ketinggian 51-75 15,000,000 JUnit 1.00 | '0,65x50% = | '0,45x50% =
~ 0,325 0,225
Ketinggian 76-100 m | 20,000,000 JUnit 1.00 | '0,65x50% = | '0,45x50% =
0,325 0,225
Ketinggian 101-125 m | 25,000,000 J Ui 1.00 '0,65x50% = | ‘0,45x50% =
0,325 0.225
Ketinggian 126-150 m | 30,000,000 fUnit 1.00 '0,65x50% = | '0,45x50% =
0,325 0,225
Ketinggian diatas 150 | 30,000,000 fUnix 1.00 0,65x50% = | '0,45x50% =
m 0,325 0,225
2) Sistem guy
wire/bentang | Ketinggian 0-50m | 4,000,000  JUnit | 100 | 0,65x50% = | 0,45x50% =
’ 0,325 0,225
Ketinggian 51-7T5m 8. 003,000 fUnit 1.00 '0,65x50% = | '0,45x50% =
0,325 0.225
Ketinggian 76-100 m 12,000,000 JUnit 1.00 '0,65x50% = | '0,45x50% =
0,325 0,225
Ketinggian diatas 100 16,000,000 JUnit 1.00 '0,65x50% = | '0,45x500 =
m 0,325 0,225

20. | Konstruksi
LT X T ol T rem— p—
telekomunikas - -

B a) Ketinggian kurang 5,000,000 {Unit 1.00 0,65x50% = | '0,45x50% =
dari 25 m 0,335 0,225
b) Ketinggian 25-50 m | 10,000,000 /Unit 1.00 '0,65%50% = | '0,45x30% =
0,325 0,225
¢) Ketinggian diatas 20,000,000 {Unit 1.00 '0,65x50% = | '0,45x50% =
50 m 0,325 0,225
Menara mandiri
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a} Hmnmnn kurang 5,000,000 JUnit 1,00 'D65x50% = | '0,45x50% =
dari 25m 0,325 0,225
b} Ketinggtan 25-50 m | 10,000,000 S Ui 1.00 0,65x50% = | '0,45x50% =
0,325 0,225
¢} Ketinggian diatas 20,000,000 fUnit 1.00 0,65x50%: = | '0,45x50% =
50 m 0,325 0,225
21, | Tanghki fancm 1,500,000 fUnit 1.00 0,65%507) = 0,4 5x50%, =
bahan bakar 0,325 0.225
22. | Pekerjann
;‘;‘“ﬂﬂ iy | 1) Saluran 10,000 fm 1.00 | 0.65x50% = | '0,45%50% =
ulam pe 0,325 0,225
2] Kolam tampung 20,000 Sm3 1.04 '0,65x50% = | '0,45x50% =
0,325 0,225
23, | Konstruksi 50,000 jm3 1.00 0,65x30% = | 0,45x350% =
penyimpanan 0,325 0,225
[silo
Pasal 113

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan, wajib memiliki PBG.

Pasal 114

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

(1)

(2)

Penggunaan Tenaga Kerja asing
Pasal 115

Pelayanan Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (13) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penggunaan tenaga kerja asing.

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu penggunaan tenga kerja asing oleh instansi Pemerintah,
perwakilan Negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga
keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 116

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi
penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

(1)

(2)

Pasal 117

Besarnya tarifl Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar
USD100 (seratus Dollar US) per orang per bulan dan per jabatan dibayarkan
dimuka.,

Taril Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan nilai
rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh
Wajib Retribusi.



Pasal 118

Struktur dan Besaran tarif layanan penggunaan jasa TKA ditetapkan sebagai

berikut:
| |
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
EA 2 | i | 4
| | Pengesahan Rencana Penggunaan Mata vang rupiah Perorang/Perbulan
TKA, Perpanjangan setara dengan 100 /Perjabatan
Us$ saat penerbitan
| SKRD -
BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 119

(1)

(2]

(3)
(4)

5)

(6)

(7)

(1)

(2)

Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf &, huruf d. huruf e,
huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak vang pungut berdasarkan
penetapan Bupati.

Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf ¢, dan
huruf { dan huruf g merupakan jenis pajak vang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD.

Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan
benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen
elekironik.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat
pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 120

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :

pendaftaran dan pendataan;

penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

pembayaran dan penyetoran;

pelaporan;

pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

pemeriksaan pajak;

penagihan Pajak dan Retribusi;

RN RS
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(3)

(1)

(2)

(3)

(%)

(1)

(2)

(3)

(1)

h. keberatan;

i. gugatan;

j- penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati: dan

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan
Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN
Pasal 121

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak
dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) antara lain lahan
pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan vang ditempati Wajib
Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu,
dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara,
dan/atau kerusuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok Retribusi
dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V1
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 122

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD
dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMERIKSAAN
Pasal 123

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undang mengenai Pajak dan Retribusi.
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(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2]

(3)

(1)
(2)

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa
Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit untuk :

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e, pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan

dengan tujuan Pemeriksaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 124

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123,

kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a. memperiithatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yvang berhubungan dengan
objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
dan/atau.

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123,

hak wajib pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit :

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau
penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang

ditetapkan secara jabatan.

Pasal 125

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
APBD.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagimana diatur
dalam pasal 125, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah
mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak
dan Retribusi.

Pasal 127

1. Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib
Pajak berupa :

a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;, dan/atau;
b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembavaran pajak
terutang atau utang Pajak.

2. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana
di maksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak tidak yvang
mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pajak pada waktunya.

3.  Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.

4. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar
Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
pelunasan Pajak pada waktunya.

5. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
atau utang Pajak sebageimana dimaksud pada ayat (4] dapat diberikan
Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.

6. Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir,

7. Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat berupa:

a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;atau

c. Menolak permohonan Wajib Pajak.

8. Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang
ditunda disertai bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling
lama 24 [dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

BAB VIII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 128

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat

memberikan insentf fiskal kepada pelaku usaha.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,

keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok

Retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas

permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara

jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya
unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain
yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

¢. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program
prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program
prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan,

kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan

insentif fiskal tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 129

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka

jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan

perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga

ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.

Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah:

a. pejabat dan /atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan; dan
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(4l

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan periksaan dalam bidang Keuangan
Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan
bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2}, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan

nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan

antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan
yang diminta.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 130

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai aorang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
Dacrah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bulkti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;
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(4)

(1)

(2)

(3)

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan /atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan
Retribusi Daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainva

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 131

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf
e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, schingga merugikan keuangan Daerah,
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang
bavar.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi
terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 132

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131 tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat Pajak terhutang atau masa Pajak berakhir atau bagian
Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak vang bersangkutan berakhir.

Pasal 133

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 avat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 134

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 merupakan pendapatan negara .

BAB XI1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 135

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak yang masih terutang
sebelum peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal

saat terutang.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah
dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya

masa perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 136

Semua Peraturan Bupalti pelaksanaan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk vang baru menurut

Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 133);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 134);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Banggai Tahun 2022

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 151);

d. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2548)

e. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2020 tentang Sewa Barang Milik

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2549);

. Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2022 Nomor 2631);

g Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banggai (Berita Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2736)

h. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan
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Sanksi Administrasi Ketetapan Pajak (Benta Daersh Kabupaten Banggai
Tahun 2023 Nomor 2737)

i. Peraturan Bupati Banggai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air

Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2023 Nomor 2738)
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku

Pasal 138

(1) Ketentuan yang mengatur mengenai Opsen pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen
BBNKB mulai berlaku pada mnggal 5 Januari Tahun 2025.

(2] Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 1309

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangeal 2 Januar 2024,
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannyva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
da tanggal | Movemter 2053

Diundangkan di Luwuk B
pada tanggal | Movamioer 9033
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Selanjutnva berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan
kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri.
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan
Pemerintahan
vang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi,
gedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab
Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dar tingkat pusat hingga Daerah
merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan vang berada di tangan Presiden
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme
pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bermegara.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu alokasi sumber
dava Daerah sebagai PAD yang efisien terlebih khusus bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai vang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang mengamanatkan Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga
pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan
publik dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Daerah
Kabupaten Banggai.

Sistem Pajak dan Retribusi.

Dalam rangka pengalokasian sumber dava di Kabupaten Banggai yvang efisien,
maka kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang
baru, penvederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturnisasi Pajak dilakukan melalui
reklasifikasi 5 (lirma) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak,
vaitu PBJT. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur
perluasan Objek Pajak sepertl atas parkir, objek rekreasi, dan persewaan sarana
dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Sementara kewenangan
pemungutan Opsen Pajak bagi kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak
MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil



pajak provinsi. penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dicatat sebagai
PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan
keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level Pemerintah
Daerah, Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan
ekstensifikasi perpajakan Daerah pemerintah kabupaten/kota.

Penvederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi.
Retribusi diklasifikasikan dalam 3 [tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi
Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek
Retribusi vang diatur dalam Peraturan Daerah imi berjumlah 18 (delapan belas)
jenis pelayanan. Hal tersebut bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut
Pemerintah Daerah Kabupateéen Banggai adalah Retribusi vang dapat dipungut
dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan vang rendah.
Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam
mengakses lavanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha,
iklim investasi vang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kena
yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dilakukan oleh Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak
Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan
investasi di Daerah. Oleh karena itu penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi yang
diatur dalam Perda ini diharuskan untuk menyesuaikan dengan penetapan yvang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Pajak.

Dengan Perda ini mendorong peningkatan kualitas, kwantitas PAD dan
didukung dengan sumber daya manusia pengelola Pajak dan Retribusi yang
memadai serta pemanfaatan Informasi dan teknologi vang mendukung pencapaian
target yang diharapkan dari pengumpulan salah satu sumber-sumber PAD vang
ada. Sehingga dengan Perda yang ada ini diharapkan dapat mendukung pencapaian
outcome dan/atau output pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi
Daerah. Wajib Pajak/Objek Pajak dan Wajib Retribusi/Objek Retribusi di Daerah ini
dapat selalu terukur agar tujuan yang diharapkan dengan pengaturannya dalam
Perda ini dapat dilakukan secara optimal.

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam
mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal terdiri atas fungsi alokasi,
distribusi, dan stabilisasi sehingega pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus
sinergis dengan kebijakan fiskal di Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan
seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara. Sehingga
Perda ini diperlukan adanya Peraturan Pelaksanaannya agar menjawab penguatan
tata kelola sebagaimana dimaksud di atas. Dengan ditetapkannya dan
diundangkannyva Perda ini otomatis mengikat bagi seluruh masyarakat
Kabupaten Bangai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.




Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas,
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas,
Pasal 29

Cukup jelas.




Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas,
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.




Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.




Pasgal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas,
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas,
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106

Cukup jelas.
Pasal 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.
Pasal 109

Cukup jelas.
Pasal 110

Cukup jelas.
Pasal 111

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Cukup jelas.
Pasal 115

Cukup jelas.
Pasal 116

Cukup jelas.
Pasal 117

Cukup jelas.




Pasal 118

Cukup jelas,
Pasal 119

Cukup jelas.
Pasal 120
Pasal 121

Cukup jelas.
Pasal 122

Cukup jelas.
Pasal 123

Cukup jelas.
Pasal 124

Cukup jelas.
Pasal 125

Cukup jelas
Pasal 126

Cukup jelas.
Pasal 127

Cukup jelas.
Pasal 128

Cukup jelas
Pasal 129

Cukup jelas
Pasal 130

Cukup jelas.
Pasal 131

Cukup jelas.
Pasal 132

Cukup jelas.
Pasal 133

Cukup jelas.
Pasal 134

Cukup jelas.
Pasal 135

Cukup jelas.
Pasal 136

Cukup jelas.
Pasal 137

Cukup jelas.
Pasal 138

Cukup jelas
Pasal 139

Cukup jelas.
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